SALINAN

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BENGKULU DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SE.JENIS

Menimbang :

Mengingat :

SAMPAH RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi
Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
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Menetapkan :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

PengelolaanSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 223);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 734) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Provinsi Bengkulu Tahun = 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013
Nomor 15).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG KEBIJAKAN
DAN STRATEGI PROVINSI BENGKULU DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud

dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu;

2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu,

3.

10.

Pemerintah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal _dari
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik;

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah
Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas
umum, dan/atau fasilitas lainnya;

Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah
kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan;

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah
kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
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BAB 11
ARAH JAKSTRADA PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Jakstrada provinsi memuat :
a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga ; dan

b. Strategi, program, dan target pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai
dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga ; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan melalui :

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,;

b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;dan

c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan melalui :

pemilahan;

pengumpulan;

pengangkutan;

pengolahan; dan

pemrosesan akhir.

g R
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Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Provinsi dalam Pengurangan

dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. penguatan  koordinasi dan  kerjasama  antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di
pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan,
sumber daya manusia dalam upaya pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga,;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui
komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan
disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan
kewsgjiban produsen dalam pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan criteria
dalam penanganan Sampah Rumah tangga dan sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislative
di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan,
dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga ;

e. pembentukan sistem informasi;
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f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi,
informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan skema investasi,
operasional, dan pemeliharaan,;

h. penguatan penegakan hukum,;

i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan
dengan Pemerintah Pusat ;

j- penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
yang ramah lingkungan dan tepat guna;dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan
disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
meliputi :

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya
kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga di Tahun 2025 ; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh
puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada provinsi sejalan dengan rencana pembangunan
jangka panjang daerah Provinsi Bengkulu dan rencana
pembangunan jangka menengah provinsi;

(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada avat
(1) berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua
Jakstrada provinsi
Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada provinsi, Gubernur
bertugas untuk:

a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggara
Jakstrada provinsi;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksan
sesuai dengan kewenanganaan Jakstrada provinsi;

c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada
provinsi;

d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstradakepada
Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
dan ditembuskan kepada menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintah di bidang
perencanaan pembangunan nasional;

€. Memberikan pendampingan kepada bupati/walikota
dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.

(2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah,
sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai
capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diukur dengan indikator :

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per
kapita;
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b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur
ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan sampah Sejenis sampah Rumah Tanggga yang
terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut
ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk
menjadi bahan baku dan/atau sumber energi,

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
termanfaatkan menjadi sumber energi;

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses
di tempat pemrosesan akhir.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada
provinsi.

(5) Terhadap laporan Jakstrada provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang
dikoordinasikan oleh Gubernur melalui;

a. perbandingan  antara  capaian  dengan target
perencanaan; dan

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan
Jakstarada provinsi.

BAB 1V
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada provinsi dapat berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber
Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 10 Juli 2019

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
NOPIAN ANDUSTI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
EEPASABIRO HUKUM
AR H JORRASI MANUSIA,

3.H.M.H
ama Muda
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LAMPIRAN 11

FERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG KEBLJAKAN DAN STRATEGI PROVINS] BENGKULU
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMFAH SEJENIS SAMFAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBLIAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SE.JENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019 - 2025

SEKTOR SEKTOR
KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM SATUAN UTAMA PENDUKUNG
2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024| 2025

Peningkatan |a. Penyusunan norma, 1 Pembuatan Surat Dokumen,/ tahun| 2 1 1 2 1 1 1 |DLHK Pemprov
kinerja dan standar,prosedur,dan kriteria Edaran/himbauan terkait Provinsi Bengkulu,
penguranga (NSPK]} dalam pengurangan jakstrads dan pengelolaan Benglkuiln Pemkab /Pemkot
n samnah Sampeh Rumah Tangga dan sampah rumah tangga dan Bengkulu

Sampah Sejenis Sampah Rumah sampah sejenis sampah

Tangga rumah tangga

Penguatan koordinasi dan Pemyusunan keputusan
kerjasama antara Pemerintah bersama, peraturan
Pusat dan Daerah bersama, atau kerjasama
dalam :

1. Anggaran pengurangan Rupiah DLHK DFR, DPRD
sampah rumah tangga dan Provinsi Provinsi,
sampah sejenis sampah Bengkuiu Kemendagri,
rumah tangga yang meliputi Kemenkeu,
pembatasan timbulan, Kementerian
pendaur ulangan, dan PUPR, Dinas
pemanfaatan kembali QFD terkait
sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah
rumah tangga

http://jdih.bengkuluprov.go.id



http://jdih.bengkuluprov.go.id

¢. Penguatan komitmen lembaga Penguatan komunikasi Pertemuan/tahun DLHK DPRD Provinsi,
eksekutif dan legislatif di pusat eksekutif dan legislatif Provinsi pemprov fopd
dan daerah dalam penyediaan dalam pengelolaan sampah terkait
anggaran pengurangan sampah di daerah dan pelaksanaan
rumah tangga dan sampah forum komunikasi di tingkat
sejenis rumah tangga daerah
d. Peningkatan kapasitas 1, Pelaksanaan training of Kali/thn DLHK KLHEK,
kepemimpinan, kelembagaan & trainer pengurangan Provinsi Perguruan
Sumber daya manusia dalam sampah rumeh tangga & Bengkulu Tinggi, DLH
upaya pengurangan Sampah Sampah Bejenis Sampah Kab/Kota, OPD
Rumah Tangga & Sampah Sejenis| Rumeah Tangga melalui Pemprov terkait,
Sampah Rumah Tangga kegiatan pendauran ulang & LSM/PKK
pemanfaatan kembali
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga di Kab/Kota
2. Pembentukan Bank Sampah|Kabupaten/Kota DLHK KLHE, DLH
unit di KabupatenKota Provinsi Kab/Kota,
Bengkulu KemenPUPR,
OPD Pemprov
it, LS
3 Pembentukan Bank Sampah|Kabupaten/Kota DLHK KLHEK, DLH
Induk di Kabupaten/Kota Provinsi Kab/Kota,
Benghkulu KemenPUFR,
OFD Pemprov
terkait, LSM
e. Pembentukan Sistem Informasi Pengembangan jejaring Kabupaten/Kota DLHK Pemkab /kota,
nasional data operasional Provinsi Dinas
bank sampah dan TFS3R Bengkulu Kemunikasi dan
yang diintegrasikan dengan Informatika,
Sistem Informasi Perguruan
Lingkungan Hidup (SILH) di Tinggi,
Provinsi BAPPEDA
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Keoala Daerah

f. Penguatan keterlibatan 1. Sosialisasi pengelolaan Kegiatan DLHK OPD se-Prov
masyarakat melalui komunikasi, sampah berbasis Provinsi Bengkulu, LSM,
informasi dan edukasi (KIE) masyarakat ; - Kegiatan Benghkulu Sekolah-

Gerakan Pungut Sampah sekolah,
{GPS) Perguruar
P et

£ Penerapan dan pengembangan 1 Integritas bank sampah Kabupaten/Kota DLHK DLH Kab/Kota,
sistem insentif dan disinsentif menjadi UKM lingkungan Provinsi pelaku usaha,
dalam pengurangan sampah hidup untuk mendapatkan Bengkulu opd terkait
rumah tangga dan sampah KUR {dinas
sejenis sampah rumah tangga perindagkop dan

IRl

h. Penguatan komitmen pelaku Pengembangan dan
usaha melalui penerapan penerapan kebijakan
kewajiban produsen dalam kewsjiban produsen dalam
pengurangan sampah rumah pengurangan sampah
tanwira dan samnah seienia melitniti

1. Pengembangan dan Kabupaten /Kota DLHE DLH Kab/Kota,
penerapan peta jalan Provinsi pelaku usaha,
persepuluhtahunan Benglulu opd terkait
kewajiban produsen dalam (dinas
pengurangan sampah sektor perindagkop dan
industri makanan dan UM}
minuman.

Peningkatan |a- Penyusunan NSPK 1 Penyusunan peraturan Dokumen DLHK Biro hukum,
gubernur tentang Provinsi Perguruan
penanganan pengelolaan sampah rumah Bengkulu Tinggi
tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga

b. Penguatan koordinasi dan 1} Pembentukan Tim Dokumen DLHK KLHK, Biro
kerjasama antara Pemerintah Koordinasi Kerjasama Provinsi Hulkoum, OPD
Pusat dan Daerah Daerah & Penyusunan MoU Pemprov terkait
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2] Penyediaan lahan untuk Dolkumen - 1 - - 1 - - DLHK KLHE,
pengelolaan persampahan Provinsi KemenPUPR,
(TPA reglonal) Bengkulu, KemenAgraria

Pemkab/kota |dan Tata Ruang
(ATR)/Badan
Pertanahan
Nasional (BPNJ,
Dinas PUPR,
Horwward s dan

3) Pembangunan TPA Regional |Unit = - 1 = = 1 - |DLHK Dinas PUPR,

antar Kab/Kota Provinsi Dinas
Benghkulu Perindustrian &
Perdagangan,
Dinas kanerasi
Permukiman &
Pertﬂ-ﬂah-ﬂ-n!
Pemprov &
Pembkab (Knta
4| Anggaran Penanganan Disesuaikan dengan perencanasn dan kemampuan Pemerintahan |DLHK Kemendagri,
Sampeah Rumah Tangga dan Daerah Provinsi Kemenkeu,
Sampah Sejenis Sampah Benglkulu BAFFENAS,
Rumah Tangga yang KLHEK, Dinas
meliputi pemilahan, PUPR, Dinas
pengumpulan, OFD terkait
pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir

51 Peninglkatan Operasional unit - B - - - . 6 |DLHK Dinas PUPR,
TPS3R/TPA Sampah; Provinsi Pemprov &
pvengadaan dump truck Bengkulu Pemkab/Kota
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¢. Penguatan komitmen lembaga

Penguatan komunikasi pertemuan,/ unit DLHK DPRD Provinsi,
lembaga eksekutif dan legislatif di]  eksekutif dan legislatif Provinsi pemprov/opd
pusat dan daerah dalam dalam penanganan sampah terkait
penyediaan anggaran rumah tangga dan sampah
penanganan sampah rumah sejenis sampah rumah
tangga dan sampah sejenis tangga di daerah dan
rumah tangga pelaksanaan forum

komunikasi di tingkat

daerah serta pelaksanaan

forum komunikasi

pengelolaan sampah rumah

tangga

. Peningkatan kapasitas Pelaksanaan training of Kabupaten /kota DLHK Pemkab /Kota,
kepemimpinan, kelembagaan, trainer penanganan sampah Provinsi dann  |[KLHE, Pemprov
dan sumber daya manusia dalam | rumah tangga dan sampah dinas PUPR  |terkait
penangsenan sampah rumah sejenis sampah rumah
tangga dan sampah sejenis tangga meliputi: pemilahan,
sampah rumah tangga pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan

dan pemrosesan akhir

¢. Pembentukan sistem informasi Pengembangan jejaring Kabupaten/ kota DLHK Pemkab /kota,
nasional data dasar sistem Provinsi KLHK, Pemprov
pengangkutan sampah terkait (dinas
rumah tangga dan sampah PUPR,

sejenis sampah rumah Diskorninfo)

tangga, pengolahan sampah

rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah

tangga, dan operasionalisasi

TPA yang diintegrasikan

dengan SILH di

Kabupaten/Kota

f. Penguatan keterlibatan 1) Sosialisasi pengelolaan Kegiatan DLHK KLHEK, DLH
masyarakat melalui komunikasi, sampah berbasis Provinsi Kab/Kota,
informasi dan edukasi (KIE] masyarakat : - Bimtek Bengkulu KemenPUFR,

pengelolaan sampah plastik OPD Pemprov

- Bimtek pembentukan terkait,

bank sampah L3M /PEK

2] Sosialisasi pengelolaan Kegiatan DLHK Dinas PUFR,
sampah berbasis kawasan ; Provinsi BAFPEDA, Biro

- Inisiasi dan Studi Bengkulu Pembangunan

Kelayakan Pembentukan Daerah,

TPA regional di Provinsi Perguruan

Benglailu Tinegi
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tangga melalui kemitraan dengan
Pemerintah Daerah

usaha industri se-Provinsi
Benglkulu

3) Edukasi pengelolaan Kegiatan 1 - 1 1 1 |DLHK KLHK, DLH
persampahan berhasis Provinsi Kab/Kota, Dinas
sekolah Bengkulu Pendidikan &

Kebudayaan,
Kemenag, OPD
Pemprov terkait
g Penerapan dan Pengembangan Peningkatan peran pelaku  |Pelaku Usaha 5 10 - 10 15 |DLHK KLHEK, Pemprov
skema investasi, operasionsal, dan| wusaha melalui Provinsi terkait dan
pemeliharaan tanggungjawab sosial dan Bengkulu Pemkab/kota
lingkungan untuk
penanganan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga
TH Penguatan Penegakkan hukum |1} Peningkatan kapasitas orang 100 - 100 100 |DLHK Pemprov terkait,
aparat penegak hukum Provinsi KLHK,
dalam penanganan sampah Bengkulu Pemkab/kota
rurnah tangga dan sampah terkait
sejenis sampah rumah
taneea

2) Pengawasan terhadap Kabupaten/kota 1 2 2 2 2 |DLHK Kemenkumham,
ketaatan dalam Provinsi Pemprov terkait
pelaksanaan operasional Bengkulu dan
penangangan sampah DLH
rumah tangga dan sampah Kab/Kota
sejenis sampah rumah
tangga untuk kegiatan
penganghkutan, pengolahan
dan pemrosesan akhir

i. Penguatan keterlibatan pelalou 1) Workshop penanganan Kabupaten /kota 5 6 a 9 10 |DLHK KLHK, Pemprov
usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan Provinsi terkait dan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Pemkab/kota,
sampah sejenis sampah rumah rumah tangga pada pelaku PUPR
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j. Penérapan teknologi penanganan
sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah
tangga vang ramah lingkungan
dan tepat puna

1} Pelaksanaan diseminasi
informasi teknologi
penanganan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga yang
tepat guna yang meliputi
pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan
dan pemrosesan akhir

Kabupaten /kota

DLHK
Provinsi
Dinas PUFR

Pemprov,

, diskominfo

Pemkab, Pemkot

2) Penelitian dan
Pengembangan teknologi
penanganan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga yang
tepat guna meliputi
pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan
dan pemrosesan akhir

Dokumen

3] Pembangunan penerapan
teknologi penanganan
sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah
rumah tangga yang tepat
guna melalui ;

a) Penangkapan dan
pemanfaatan gas metana
menjadi sumber energi
listrik di TPA

Kabupaten /kota

DLH Provinsi,
KemenPUPR,
DLH
Kab/Kota

. Pemprov
terkait

Pemkab/Pemkot

k Penerapan dan Pengembangan
sistem insentif dan disintensif
dalam penanganan sampah
rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga

1) Pembentukan dan
penerapan sistem insentif
untuk penanganan sampah
rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah
tangga berbasis masyarakat

Kabupaten /kota

DLHK
Provinsi

(Bappeda
lithang),

Pemprov terkait

pemkab/ pemkot
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2} Pembentukan dan
penerapan sistem insentif
untuk penanganan sampah
rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah
tangga berbasis kawasan
melalui kegiatan pemilahan,
pengumpulan dan
pengangkutan

Kawasan

2 2 2 DLHK
Provinsi

Pemprov terkait
(Bappeda
lithang),
pemkab /pemkot

f". e A
. Pembina Utamg
NIP. 10681221 19§

GUBERNUR BENGKULU,
ted.
H. ROHIDIN MERSYAH
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